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PUTUSAN
Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai

gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK:...................... , tempat tanggal lahir, Maros, 10 April 1999,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko
sadaria, tempat kediaman di Dusun................... , RT. .y,
Desa .............. , Kecamatan .................. , Kabupaten Maros,

sebagai Penggugat;
Melawan
Tergugat, NIK:.................... , tempat tanggal lahir, Maros, 11 Juli 1991, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat
kediaman di Dusun .............. (dekat rumah Penggugat), RT.
................. , Desa..........cceun, Kecamatan............,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal
27 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 643/Pdt.G/2019/PA Mrs.
tanggal 27 November 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu
tanggal 6 September 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0056/004/1X/2017, tanggal 7 September 2017;

Putusan Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Dusun Batulotong, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Maros;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);

4. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena keinginan kedua
keluarga (dijodohkan) dan tidak ada rasa suka/cinta terhadap Tergugat;

5. Bahwa pada bulan November 2017, Penggugat berupaya untuk
mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak ada itikad baik
tersebut sehingga Penggugat menderita bathin  apabila tetap
mempertahankan rumah tangga tersebut. Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal selama 2 Tahun 1 Bulan, dan sudah sama-sama tidak saling
memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik
bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan
sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan
Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat

bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat
Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut

hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa
hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan.
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Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian
melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Sitti Johar, M.H hakim
Pengadilan Agama Maros, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari
mediator tersebut tertanggal 16 Desesnber 2019, bahwa kedua pihak berperkara
tidak berhasil di damaikan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi telah dilakukan perbaikan sebagaimana yang
termuat dalam berita acara dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat
dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita
acara perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan
jawaban, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir setelah tahap mediasi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Nomor
0056/004/1X/2017, tanggal 7 September 2017, bermaterai cukup dan telah
sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

Saksi 1, umur 44 tahun yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah
anak kandung saksi dan mengenal Tergugat yang bernama Tergugat
sebagai menantu saksi;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama namun
tidak rukun.

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun
karena saksi sering melihat Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin dan
sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa didasari rasa cinta hamun

hanya karena atas dasar kemauan kedua keluarga.
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- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 2 tahun 1 bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 23 tahun menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat
adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat
bernama Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama namun
tidak rukun.

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun
karena saksi sering melihat Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin dan
sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa didasari rasa cinta hamun
hanya karena atas dasar kemauan kedua keluarga.

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 2 tahun 1 bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap
termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Maros yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan
kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama
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Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara
namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma
Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan
mediasi oleh mediator, Dra. Sitti Johar, M.H, hakim Pengadilan Agama
Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo
terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan
hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima
persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a
quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah istri
Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu
telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0056/004/1X/2017, tanggal 7 September 2017, yang dikeluarkan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai
cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta
autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 September 2017,
dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu
akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil
akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan
pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu
pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum
dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat
adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang
mengajukan perkara (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa
yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus
yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya
secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa
yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan
tergugat adalah terutama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat atas
keinginan kedua keluarga dan tidak ada rasa suka /cinta terhadap Tergugat,
namun Penggugat tetap berupaya untuk mempertahankan rumah tangga namun
Tergugat tidak ada itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat, maka
yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai
telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi
tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai
pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam
persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa
hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana
tentang kebiasaan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat
tidak pernah rukun karena saksi sering melihat Tergugat sering keluar rumah
tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah
tanpa didasari rasa cinta namun hanya karena atas dasar kemauan kedua
keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan
saling berkaitan dan berhubungan (link and match), maka keterangan dua saksi
tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (vrijbewijskracht)
sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah
memberikan keterangan dan mengetahui timbulnya perpisahan antara
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Penggugat dan Tergugat dari adanya percekcokan Penggugat dan Tergugat,
dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan
saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan
mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat
tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat
tidak ada rasa saling mencintai, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah
tanpa seizin Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 2 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam
keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman,
tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya
bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang
dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa
dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat
telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi
sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat
dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya
sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud
ayat 21 Surat Ar-Rum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka
majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah
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tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai
suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup
alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah
tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan
dengan kaidah Fighiyah yang berbunyi:

“Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh
karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat
Penggugat;
3. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3
Jumadil Awal 1441 H. oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai
Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari
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itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis
tersebut dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.,

Hakim anggota I, Hakim anggota Il,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.Hl., Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag
Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan Rp  30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara Rp  50.000,00
3.  Panggilan Rp 600.000,00
4. PNBP Rp  20.000,00
5. Redaksi Rp  10.000,00
6. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
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